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PUTUSAN
Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.LB

L S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Widya Permata Sari binti Syamsuwirman, NIK 1306025509000002,

tempat tanggal lahir, Padang Tongga, 15 September
2000, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Durian Bungkuk Jorong Manggopoh Utara, Nagatri
Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam, menggunakan domisili Elektronik Email:
permatasariwidya428@gmail.com, Handphone
083180023391,
Sebagai Penggugat;
melawan
Zulkarnatul bin Syafaruddin, NIK 1371060605950009, tempat tanggal
lahir Padang, 06 Mei 1995, umur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswsata,
tempat tinggal di JI. Parak Laweh No 33 RT/RW
4/4, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukit

Penggugat di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2022 yang
terdaftar melalui aplikasi secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.LB, tanggal 4

April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,
menikah pada tanggal 20 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Kutipan
Akta Nikah Nomor: 116/41/11/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Barat, pada
tanggal 20 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah
tangga di rumah orangtua Penggugat di Durian Bungkuk Jorong Manggopoh
Utara selama lebih kurang 3(tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah
kontrakan di Padang, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul
sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak;

4, Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 mulai tidak
rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena:

3.1 Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

3.2 Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan, hal ini Penggugat
ketahui dari pesan dan foto yang ada di Handphone Tergugat;

3.4 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga
menyinggung hati dan perasaan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, karena Penggugat merasa
Tergugat sudah melakukan sihir terhadap Penggugat, hal ini Penggugat
ketahui ketika melihat potongan kertas yang berisi nama Penggugat dan
Penggugat merasa tidak nyaman dengan hal ini, sehingga menimbulkan

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang
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akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman
bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di
Durian Bungkuk Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan
Lubuk Basung;

6. Bahwa semenjak bulan Desember 2021 tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing
tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugatdengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut
peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.g. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zulkarnatul bin
Syafaruddin) terhadap Penggugat (Widya Permata Sari binti
Syamsuwirman);

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang
berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Aequo et Bono):

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada
prinsipnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTISURAT
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/41/11/2021, yang dikeluarkan oleh

KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

Barat, pada tanggal 20 Februari 2021, bukti tersebut telah di-nazegelen

serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya

disebut bukti P:

2. Bukti Saksi

1. Laraini binti Ali, NIK 1306024506780004, tempat tanggal lahir,

Manggopoh, 5 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Durian Bungkuk Jorong

Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,

Kabupaten Agam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bemama Zulkarnatul, Tergugat
adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan
pernikahan secara resmi sekitar tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah saksi di Durian Bungkuk Jorong Manggopoh Utara,

kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang, sampai berpisah;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
karena keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan
lain;

- Bahwa saksi tidak pemah melihat dan mendengar antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi
mendapatkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi
sejak + 3 (tiga ) bulan yang lalu, sehingga semenjak itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami dan istri;

- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat pemah berusaha untuk
mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara
meminta Tergugat untuk bekerja di Lubuk Basung, namun tidak berhasil
karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama
Penggugat;

2. Desmawarni binti Abdul Munaf, NIK 1306025503770004, tempat tanggal
lahir, Kajai Pisik, 15 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Durian Bungkuk Jorong
Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Penggugat;
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- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bemama Zulkarnatul, Tergugat
adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan
pernikahan secara resmi sekitar tanggal 20 Februari 2021 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Durian Bungkuk, kabupaten Agam, kemudian pindah ke
rumah kontrakan di Padang, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat saksi
tidak mengetahuinya, yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pemah melihat dan mendengar antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi
sejak + 3 (tiga ) bulan yang lalu, sehingga semenjak itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami dan istri;

- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat tidak mengetahui apakah pihak
keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi
tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya,
sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya
karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, Penggugat
berdomisili di Durian Bungkuk Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh,
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai
dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang menerima, memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan
ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu
pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat
dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat
kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,
namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup
rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat,
maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah

terpenuhi;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dalil pemikahan Penggugat dan Tergugat,
karena pemikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta
Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pemikahan
Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda
P;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku
Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868
KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat
yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok
dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat
dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya
Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi injudicio) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan diantara mereka,
sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak 3 (tiga) bulan, antara Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang
atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,
jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bemama Laraini binti Ali

dan Desmawarni binti Abdul Munaf;
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Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat
di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas
minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat
dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person),
telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta
relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus
dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal
308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi
Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang
saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan
saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling
bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang
dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal
307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 20 Februari 2021, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwarumah tangga Penggugatdan Tergugatawalnya rukun dan harmonis,
namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwaantara Penggugatdan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3
(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan
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dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai dalil-dalii gugatan

Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta

yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan
dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga)
bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurnuf (f)
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia,
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah dalam
al-Quran surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab
Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

Al ali) Lgale (3l Lga 538 A 53 Al aae X0 13
Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim
diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3
(tiga) bulan lamanya, dan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2)

huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat
pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat
adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi
Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga
dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini
sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zulkarnatul bin
Syafaruddin) terhadap Penggugat (Widya Permata Sari binti

Syamsuwirman);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Sri Fortuna
Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Mulya, S.H.l.,M.H. dan Derry
Damayanti, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Dra. Um Abdiah, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ayu Mulya, S.H.ILM.H. Derry Damayanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Um Abdiah,
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Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- Biaya Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  116.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 236.000,00

(duaratus tiga puluh enam ribu rupiah);
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